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1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 
2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Pertimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Jndc,nesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku 
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republic 
Indonesia Nomor 4937); 

Mengingat 

BUPATI PULAU MOROTAI, 

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang 
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, guna tertib 
administrasi pelaksanaan barang milik daerah di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, 
dipandang perlu mengatur tentang tata cara penilaian dan 
pemindahtanganan barang milik daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Tata Cara Penilaian dan Pemindahtanganan 
Barang Milik Daerah; 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TENT ANG 

TATA CARA PENILAIAN DAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH 

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI 
NOMOR 4' TAHUN 2019 

BUPA'n PULA.U MOROTAI 
PROVINSI MALUKU trrARA 
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........ 'l'ilmn tOM lledlnr 81, 11sztttrrt 
8epablik ~e• llcnar 5234) <, 1,,.,,a 111116' ••Ill' 
.....,, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 ,_,_ 
Perubahan Ataa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tenamc 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang 
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah 
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2007 Nomor 
4737); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
21 Tahun 2011 ten tang perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Keuangan Pengelolaan Keuangan Daerah; 
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Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

pelaksanaan urusan pemerintahan sebagai unsur yang memimpin yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai. 
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah 

pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang 
diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu 
jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji 
berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur 
pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD 
adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pulau Morotai. 

8. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh ataa 
beban anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan 
lainnya yang sah. 

9. Pemegang Kekuasaan Pengelola Barang Milik Daerah adalah pejabat benvenang 
dan bertanggung jawab menetapkan ketetapan kebijakan pengelolaan .,.....,. 
milik daerah. 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENILAlAN DAN 
PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH. 

Menetapkan : 

MEMUTUSKAN: 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau 
Morotai Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 
Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2017 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau 
Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 
2017 Nomor 2); 
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Dae rah. 
20. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah. 
21. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah kepada pihak 

lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. 
22. Tokar Menukar adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang 

dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antar 
Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dengan 
pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling 
sedikit nilai seimbang. 

23. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada 
Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar 
Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada 
pihak lain, tanpa memperoleh penggantian. 

24. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang 
Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi 
kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah 
pada badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum 
lainnya yang dimiliki Negara. 

25. Dokum.en kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti 
kepemili.kan atas barang milik daerah. 

26. Daftar barang milik daerah adalah daftar yang memuat data seluruh barang 
milik daerah. 

27. Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki 
oleh masing-masing Pengguna Barang. 

28. Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang 
dimiHki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang. 

29. PJhak lain adalah pihak-pihak selain Kementerian/Lembaga dan Pemerlntah 
Daerah. 

19. 

18. 

16. 
17. 

15. 

14. 

13. 

12. 

11. 

edeJeb peJabAt ,ac baWWIIII dlil 
•11...,.,,a bh4Jeb•a den perlomen aerta melekubD pnsrlabm 
Miik Daerah. - 
Palgelolaan Barang Milik Daerah adalah keaeluruhan keglatan yang meJlputf 
perencanaan kebutuhan dan pengangaran, pengadaan, pengunaan., 
pemanwatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindabtanpnao, 
pemusnahan, penghapusan, penata usahaan dan pembinaan, pengawasan dan 
pengendalian. 
Pejabat penatausahaan barang adalah Kepala Perangkat Daerah yang 
mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola 
keuangan daerah yang selanjutnya disebut Pembantu Pengelola adalah pejabat 
yang bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang 
milik daerah yang ada pada satuan kcrja pcrangkat dacrah. 
Pengguna Barang adalah pcjabat pcmcgang kcwcnangan Pengguna Barang 
Milik Daerah. 
Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk 
oleh Pengguna Barang untuk menggunaka barang yang berada dalam 
penguasaanya dengan sebaik-baiknya. 
Anggaran Pendapatan dan I3elanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah Anggaran Pcndapatan dan Belanja Dacrah Kabupatcn Pulau Morotai. 
Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pulau Morotai. 
Penilai adalah pihak yang mclakukan penilaian secara indepcnden berdasarkan 
kompetensi yang dimiliknya. 
Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opiru nilai atas 
suatu objek penilaian berupa barang Milik Daerah pada saat tertentu. 
Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai Pemerintah 
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(1) Barang milik daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas 
nPmPrint?hAn rlAPrAh rlApAt rlipinrlAhtAngAnkAn 

(2) Harang Milik Daerah dapat dipindahtangankan setelah dilakukan penetapan 
status penggunaan. 

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk 
Harang Milik Daerah yang tidak memerlukan penetapan status penggunaan 
sesuai dengan ketentuan peraturan pernndang-undangan di bidang ~ng~lolaan 
Harang Milik Daerah. 

Pasal 5 

Bagian Kesatu 
Prinsip Umum 

BABITI 
PEMINDAHTANGANAN 

Format dan Bagan Alur/Flowcbart Tata Cara Penilaian Barang Milik Daerah 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang rnerupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 4 

(1) Pengelola barang mengusulkan membentuk tim penilai yang ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. 

(2) Tim penilai melakukan penilaian barang milik daerah untuk mendapatkan nilai 
wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

('~) 1'im pPnilAi mPmhPrilrnn hA<:il pPnilAiAn hArAne; kPpArlA RnpAti mPlAlni PPne;PlnlA 

Barang. Hasil penilaian ini dapat digunakan sebagai dasar penyusunan neraca 
OPD dan himpunan neraca OPD menjadi neraca Pemerintah Daerah. 

(4) Berdasarkan basil penilaian yang dilakukan oleh tim penilai, pengguna barang 
akan melakukan pemutakhiran data sesuai dengan basil yang diberikan oleh 
tim I"'nilAi 

Pasal 3 

Bagian Kedua 
Tata Cara Penilaian Barang Milik Dacrah 

Pasal 2 
(1) Obyek 1JC11i.htut11 uttumg UJilik J~c:utl1 UJd.ivuli . 

a. ha.rang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; clan 
b. ha.rang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, 

(2) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: 
a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; 
b. barang yang diperoten sebagai petaksanaan perjanjian/ kontrak; 
c. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 

undangan; atau 
d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

berkekuatan hukum tetap. 

Begian Kesatu 
Objek Penilaian 
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Pasal9 
(1) Penelitian administratif sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (4) huruf a, 

dilakukan untuk meneliti : 
a. status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, 

nilai perolehan tanah, dan data identitas barang, untuk data barang milil< 
daerah berupa tanah; 

b. tahun perolehan, jenis konstruksi, luas, nilai perolehan bangunan, ni1ai 
buku, dan data identitas barang, untuk data barang milik daerah berupa 
bangunan;dan 

c, ta hrm nt'rolrh::in. inrn 1.A h, nil::ii prmli>h::in. rrilai buk n dan nAtR irlrntit::is 
barang: untuk data barang milik daerah berupa selain tanah dan/ atau 
bangunan. 

(2) Penelitian fisik sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (4) huruf b, di1akukan 
dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan dijual dengan 
data administratif. 

(3) Hasil penelitian dituaogkan oleh Tim dalam Serita Acara Penelitian untuk 
ae]anjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Pengelola Barang. 

Pasat 8 
(1) Penjualan barang milil< daerah pada Pengelola Barang diawali dengan membuat 

perencanaan penjualan yang meliputi antara lain: 
a. data barang milik daerah; 
b. pertimbangan penjualan; dan 
c. pertimbangan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis oleh pengelola 

barang. 
(2) Pengelola Barang menyampaikan usulan penjualan kepada Bupati disertai 

perencanaan penjualan. 
(3) Bupati melakukan penelitian at.as usulan penjualan dengan membentuk Tim 

untuk melakukan penelitian. 
(4) Penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi: 

a. penelitian data administratif; dan 
b. penelitian fisik, 

""' . n;u,u1.::,tt11cuu1 peujua'lan ou1u11~ Milik nui:1ui1 yu11~ 'ut:1«uu µ«Jct ixu~dvl« 'u«1«11~ 
dilakukan berdasarkan : 
a. inisiatif Bupati; dan 
b. permohonan pihak lain. 

Pasal 7 

Bagian Kesatu 
Tata Cara Penjualan Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang 

BAB IV 

'Ballan Ked.ua 
Bentuk Pemfndahtanpnan 

Pasal6 

Ben~ Pemindahtanganan Barang Milik Daerah meliputi : 
a. penjualan; 
b. tukar menukar· • 
c. hibah; atau 
d. penyertaan modal pemerintah daerah. 
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Pasal 11 
(1) Penjualan Kendaraan Perorangan Oinas diawali dengan mengajukan surat 

permohonan penjualan kendaraan perorangan dinas dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

c. Serah terima barang dituangkan dalam Berita Acara Scrah Terima (BAST). 
(6) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima, Pengguna Barang mcngajukan usulan 

penghapusan barang milik daerah kepada Pengelola Barang. 

Bagian Kedua 
Tata Cara Peniualan Kendaraan Peroranzan Dinas 

Kepada Pejabat Negara, Mantan Pejabat Negara 

loll'l.-,n • ...,-... ...... b. 

penjualan barang milik daerah dengan cara lelang kepada Kantor Pelayanan 
Kekayaan Negara dan Lelang. 

(4) Apabila keputusan penjualan oleh Bupati merupakan penjualan barang milik 
daerah yang dilakukan tanpa lelang, Pengelola Barang melakukan penjualan 
hAr.Ang mililr ilAPrA h QPrArA lAn3Q11ne lrPI'ArlA rA Jnn I'f'mhf'li 

(5) Penjualan barang milik daerah dilakukan serah terima barang berdasarkan: 
a. Risalah lelang, apabila penjualan barang milik daerah dilakukan secara 

lelang; dan 
b. Akta jual beli, apabila penjualan barang milik daerah dilakukan tanpa 

a. data barang milik daerah yang akan dijual; 
b. nilai perolehan dan/ a tau nilai buku barang rnilik daerah; dan 
c. nilai limit penjualan dari barang milik daerah. 

(3) Apabila keputusan penjualan oleh Bupati merupakan penjualan barang milik 
rlAl"rAh vAna ililAlr11loin QPrArA !Pl.Ana PPnaPlnlA RArAna ml"naAi11lrAn nrrrnintAAn .. o o• u o o J .1. 

Pasal 10 
(1) Bupati menetapkan barang milik daerah yang akan dijual berdasarkan hasil 

penelitian yang dituangkan dalam Berita Acara Penelitian dan persetujuan. 
l';>l l<l"nlltllQAn nrni11AlAn nAlina Ql"rlil<it ml"m11Af · 
\ ' J. .t. J J. fJ 

(9) 

(8) 

(7) 

(6) 

(5) 

••• , ..... Acara Penelidan, Bupatf melabJi f'enlelola 
••111Jm111 PfflBai untuk m~lalmkan ~aitm atas blutmg mfflk ~ 
yang a1am dijual, clan untuk selanjutnya basil penilaian dijadikan aebqai 
da8ar penetapan ni1ai limit penjualan berang milik daerah. 
Peogelola Barang mengajukan permohonan persetujuan penjualan barang 
milik daerah kepe.da Bupe.ti. 
ApAhilA JlPnjnAIAn hAnmo mililr rlAPnlh mPmPrlnlrAn nPT"V"t11i11An nwn RnnAti 
terlebih dahulu mengajukan permohonan perset~juan Jpenjualan 'ke;da 
DPRD. 
Pengajuan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (6) dilakukan 
terhadap: 
A tAnAh nAn/AtAll hAn311nAn; nen 
b. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai di atas Rp. 5.000.000.000,- 

(lima milyar). 
Apabila persetujuan Bupati atau persetujuan DPRD melebihi batas waktu hasil 
penilaian, maka sebelum dilakukan penjualan terlebih dahulu harus 
niJAlrlllrAn p,-niJpiAn 11Jan3 
Apabila hasil pcnilaian ulang lebih tinggi atau sama, atau lcbih rcndah dcngan 
hasil penilaian scbclumnya yang diajukan kcpada DPRD, Bupati tidak pcrlu 
mengajukan permohonan baru persetujuan penjualan barang milik daerah 
kepada DPRD. 

(10) R11rnti ml"lArnrlr.An hAQil p,-nilAiAn 11lAn3 i<l"pArlA nPRn 
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Pasal 13 
(1) Bupati melakukan penelitian ata.s usulan permohonan penjualan. 
(2) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati 

membentuk Tim untuk: 
9. melakukan pr.nr.litism kelayakan RlRAAn dan pertimbangan permohenan 

penjualan barang milik daerah; 
b. melakukan penelitian fisik, dengan ca.ra mencocokkan fiaik keDdaraan 

peroranpn dinas yang akan dijual dengan data administratif. 

a. data. administrasi kendaraan perorangan dinas; dan 
b. penjelasan dan pertimbangan penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa 

melalui lelang. 
(2) Dalam hal persiapan permohonan penjualan telah selesai, Pengguna Barang 

mPl<>l11i Pi>ngplnl<> RAr<>ne mPne<>j11lr<>n nc::nl<>n !"f>nj1rnl"n 1'-Pr<>rlA R11pi:1ti C::Pl<>lrn 

pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah disertai: 
a. fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB); 
b. fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK): 
c. surat permohonan dan dokumcn pendukung; 
,i rinriAn hi<>~r<> y<>ne tPJ<>h ,ijl,-pJ11<>rlcAn nJPh rPmPrintAh rlAPr<>h 11nt11l,- 

perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam jangka 
waktu 1 (satu) ta.hun sebelum adanya persetujuan penjualan; dan 

e. surat pemyata.an dari pengguna barang bahwa sudah ada kendaraan 
pengganti. 

Pasal 12 
(1) Berdasarkan Surat Permohonan, Pengguna Barang melakukan persiapan 

nPrmnhnnAn npni11i:1l<>n "ntArA li:1in · 
i .l J ' 

n<> lino c::inolc<>t ~ . " " tinrl<>lc rirl<>n<> ,lpngAn Anf'Am<>n hnlrnm<>n pirl<>nA rPnj<>r<> 

(lima) ta.hun. 

e. surat pernyata.an yang menyatakan belum pernah membeli kendaraan 
perorangan dinas ta.npa melalui lelang pada saat yang bersangkuta.n 
menjadi Pejabat Negara bagi manta.n Pejabat Negara; dan 

f. surat pemyataan yang menyatakan tidak sedang ata.u tidak pemah dituntut 

Men.. 
b :mantan pejabat ncgara mengajukan permohonan Peajualan JrendaluD 

perorangan dinas kepada Bupati paling lama 1 (satu) tahun eejak 
berakhimya masa jabata.n Pejabat Negara yang bersangkuta.n. 

(2) ~nrnt p,-rmnhnnAn mPmnAt AntArA IAin · 
a. data pribadi, berupa nama, jabatan, alamat, clan tempat/tanggal lahir; clan 
b. alasan permohonan pembelian kendaraan perorangan dinas. 

(3) Bagi Pejabat Negara/ man tan pejabat negara, Surat Permohonan dilampiri 
dokumen pendukung, antara lain : 
" fntnlrnni c::1_1rat lrPn11h1<1an npno<>nolr"tan h<>oi PPi"h"t Npoar<> "t"11 cinrat 

keput~san pembe;hentian bagi ':n.a~ta.n Peja~t Neiara; " 
b. fotokopi kartu identitas; 
c. surat pemyataan yang menyatakan belum pernah membeli atau pernah 

mcmbeli kendaraan perorangan dinas tanpa lelang sctelah jangka waktu 
10 (c::Pr11h1h) t"h11n C::PjAlr !"PmhPlian !"f>rtAmA hi:1gi PPj<>hAt NPg<>r<>; 

d. dalam hal Pejabat Negara mengajukan pembelian kembali kendaraan 
perorangan dinas tanpa lelang, dilampirkan fotokopi surat keputusan 
pengangkatan menjadi Pejabat Negara secara berkelanjutan dengan jangka 
waktu 10 (sepuluh) ta.hun sejak pembelian pertama kendaraan perorangan 
rlin<>c:: <::PhAo<>im<>n" rlim<>lr<mrl n<>rlA hnn,f r : " . ' 
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Pasal 15 
Ill Peiabat Negara melakukan pembayaran ke Kas Umum Daerah. terdiri dari : 

a. pembelian kendaran perorangan dinas sesuai harga jual kendaraan 
perorangan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan yang berlaku; dan 

b. biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk perbaikan 
J.,pnnArAJ:in p,-rnrAngJ:in rlinA<: yJ:ing Al<J:in rlihPli rlJ:ilAm ji:mgl<J:1 lVAl<t11 1 (c::i:lt11) 

tahun sebelum adanya persetujuan penjualan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Mantan Pejabat Negara melakukan pembayaran ke Kas Umum Daerah sesuai 
harga jual kendaraan perorangan dinas. 

I~\ ~rAh tpnmA hs:irs:ing rlils:1l<<lJ:1nJ:1l<J:1n c::PtPls:ih l11ns:1c:: rlihs:iys:ir ys:ing rlihnlrtil<s:in 
\ , 

dengan surat keterangan pelunasan pembayaran dari Pengelola 
Barang/Pengguna Barang. 

(4) Pengelola Barang/Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan barang 
milfk daerah eebagai tindak lanjut serah terima barang. 

menyiapkan perjanjian pcnjualan kendaraan perorangan dinas yang 
ditandatangani Bupati dengan Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara. 

(5) Perjanjian sekurang-kurangnya memuat : 
a. identitas Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara; 
h nAtA J.,pnnArAATI !""rnrAneAn rlinAc::; 

c. bentuk pembayaran dan jangka waktu; dan 
d. hak dan kewajiban kedua belah pihak. 

rlimA J.,c;11f'I AVA f fl\ .., \ ,, 

dimaksud ayat (1 ), Pengclola Barang 
perorangan dinas kepada Pejabat 

melalui Penggelola Barang. 
(3) Berdasarkan penetapan scbagaimana 

melakukan penjualan kendaraan 
Negara/mantan Pcjabat Negara. 

(4) 'RPrf'IAc;Arl<An !""nPtApAn <;PhAeAimAnA 

Pasal 14 
'1\ Bupati menvetuiui dan menetankan kendaraan peroranzan dinas yang akan 

dijual berdasarkan hasil peneliuan dan penilaian, paling sedikit memuat: 
a. data kendaraan perorangan dinas; 
b. nilai perolehan; 
c. nilai buku; 
ii hAraA i11Al kPnrlnrAAn nPrnrnnaAn rlinAc;· rlAn u J ,I. u 

e. rincian biaya yang telah dikeluarkan pemerintah dacrah untuk perbaikan 
kendaraan pcrorangan dinas yang akan dibeli dalam jangka waktu 1 (satu) 
tahun sebelum adanya persetujuan penjualan untuk Pejabat Negara. 

(2) Dalam hal Bupati tidak mcnyetujui pcnjualan kendaraan perorangan dinas 
tAnnA mPlAlni 11"1Ana l111nAti mPmhl"ritAhnkAn <;l"l"ArA fPrtnlic; kPnArlA nPmnhnn 

.... v -' -' ... 

dft11911pan daJaln berita acara baaf1 penelltian untuk 
almllot!Wlldiaampa.Dam ~R Bu~ti mPIAh,; P.-nr.Iola Banmg 

(4) lllupati melalui Pengelola Barang menugaskan Penilai untuk melakukan 
penilaian ataa kendaraan perorangan dinas yang akan dijual. 

(5) Haail penilaian dijadikan sebagai dasar penetapan nilai limit penjualan barang 
milik daerah. 

(fl) P...n~ln}A Baning rrtPngAjnlr~n p,-nnnhnnim ~r<ll"tnjmm p,-njm~IAn hPrtfacaArkAn 
basil penelitian dan penilaian kepada Bupati sesuai batas kewenangannya. 

(7) Apabila persetujuan Bupati melebihi batas waktu hasil penilaian, maka sebelum 
dilakukan penjualan terlebih dahulu harus dilakukan penilaian ulang. 
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pe.hlawan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku: 
1. masih berbak menerima tunjangan pensiun dari Negara; 

<iPhAaAi 
0 

rlinvAtA lrAn ., 

(sepuluh) tahun; 
2. memiliki Surat Izin Penghunian (SIP} yang sah; dan 
3. belum pemah membeli at.au memperoleh fasilitas rumah dan/atau 

tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

1. masih berhak menerima tunjangan pensiun dari Negara, yang 
almarhum suaminya/isterinya sekurang-kurangnya mempunyai masa 
kerja 10 (sepuluh) tahun, at.au masa kerja almarhum 
suaminya/isterinya ditambah dengan jangka waktu sejak yang 
hl'c:iAnak-11tAn mPniArli iAnrlA /rlnrlA hPri11mlAh <iPlr11rAna-k-11rAnanvA 1 n 

U J J I J U U .J 

h PPngh1_\ni MlmAh nPgArA gnJnngAn lll ~•Ang rlArAt mPngnj11lrAn rPrmnhnnpn 

pengalihan adalah pensiunan pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang 
bersangkutan telah: 
1. menerima pensiun dari negara; 
2. memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah; dan 
q hl'lnm fl"rnAh mPmhPli AtA11 mPmP"rnlPh fac:iilitl><i n1mAh rll>n/AtAII 

tanah dari pemerintah, berdasarkan peraturan perundang- undangan 
yang berlaku. 

c. Penghuni rumah negara golongan III yang dapat mengajukan permohonan 
pengalihan adalah Janda/duda Pegawai Negeri Sipil pemerint.ah daerah 
vJ>na hl'r<1Analr11tAn· 
J " .., 

5. Apabila Pegawai Negeri Sipil pemerintah daerah yang 
bersangkutan/penghuru yang bersangkutan meninggal dan tidak 
mempunyai anak sah, maka rumah negara kembali ke pemerintah 
daerah. 

tanah dari pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

4. Apabila penghuni rumah negara golongan Ill meninggal dunia, maka 
pengajuan permohonan pengalihan hak at.as rumah negara dimaksud 
rlAnAt rlini11lrnn nlPh AnA lr <iA h rlAri nt>nah11ni vAna ht>1·c:innak-11tAn 

J. .J -' u J u u 

pPngh11ni n1mnh nt>~ArA gnlnn~An TH ynn~ rlrapAt mt>n~nj11lrnn pt>rmnhnnAn 
pengalihan adalah Pegawai Negeri Sipil pemcrintah daerah yang 
bersangkutan: 
1. mempunyai masa kerja sekurang kurangnya 10 (sepuluh) tahun; 
'.2. memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah; dan 
q ht>l11m nt>rnnh mt>mht>li AtA11 mt>mnPrnlt>h fnc:iilitnc:i n1mnh rlnn/AIAll ' . ' 

Pasal 16 
f1l Penghuni barang milik daerah berupa rumah negara golongan III melakukan 

pennohonan pengalihan hak barang milik daerah berupa rumah negara kepada 
Bupati melalui Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, 

(2) Ketentuan dalam pengajuan permohonan pengalihan antara lain sebagai 
berikut: 

Bagian Ketiga 
Tata Cara Penjualan Barang Milik Daerah Berupa Rumah Negara 

dima yang tidak cUlakuJam peqjualan denpD 
Ml1a tldak cUpnakan untuk penyelengaraan tugaa, dapat 

dlluuJtan :p'1ljut\ltm _.,.A.!'@ ~lang 
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(5) Bupe.ti menyetujui dan menetapkan pengalihan hak rumah negara golongan 
m bf!,rda~ P"'rtimhAngAn rfpngATl mPnPrhitl<An •mmt prrqrt11j11An (fa!'! 

penetapan dengan menerbitkan surat kcputusan. 

dalam Berita Acara dan 
pertimbangan persetujuan 

(1 l. R11pAti itap1>t mPmhPntnk- 'T'im 
(4) Hasil pcnelitian dan pengkajian dituangkan 

disanlpaikan kcpada Bupati sebagai bahan 
pcnjuala.n rumah negara golongan HI. 

Pasal 18 
(1) Bupati melakukan penelitian dan pengkajian sebagai bahan pertimbangan 

persetujuan Bupati atas permohonan yang diajukan penghuni rumah negara 
onlnnoAn TTT .., u 

(2) Bupati melalui Pengelola Barang menugaskan Penilai untuk melakukan 
penllaian atas rumah negara golongan III yang akan dialihkan dan hasil 
penilaian dilaporkan kepada Bupati. 

(3) Dalam melakukan penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat 

menyata.kan bahwa rumah negara yang diusulkan untuk dijual tidak dalam 
keadaan sengketa; 

b. keputusan penetapan status rumah negara golongan III; 
c. persetujuan pengalihan dan penetapan status penggunaan barang milik 

,ii>PrAh; 
d. Surat Ijin Penghunian (SIP) rumah negara golongan III; 
f. gambar/ledger, lokasi, tahun perolehan, Iuas tanah, dan bangunan rumah 

negara golongan III; dan 
g. surat pemyataan kelayakan pengalihan hak rumah negara golongan III dari 

PPnaCT11nA Ri>ri>no n1mAh npoi:,ri> onlnnoi:>n TTT 
""-' O O U U 

golongan III kepada Bupati. 
(2) Pengguna Barang rumah negara golongan III bertanggung jawab penuh atas 

kebenaran dan keabsahan data dan dokumen. 
(3) Pengajuan usul yang sekurang-kurangnya disertai dengan data dan dokumen: 

A <:n1rAt nPrn'l•AtAAn rli:,ri PPnaa11ni:> Ri:,ri:,na n1mAh npai:,ri:, anlnnai:,n TTT ,•i:,na 
.&. ~· "'-' 0 U U U ..,o 

Pasal 17 
(1) Pengajuan usul penjualan barang milik daerah berupa rumah negara golongan 

TTT itilAl<11k-An nlPh PPna011nA RArAna/l<11AQA PPna011nA RArAna n1mAh nPaArA 
""" ~I ~ U U 

~·wa.1•aua1 1111n fm&hUlllllll (SU, yana 1811; dan 
pttnah ~~U atAn m~P"roliah f~~ffltA~ rumah dtm/ata\l 

tanah darl pemerintah berdasarkan peraturan pcrundang- undangen. 
e, ~bat negara, janda/ duda pcjabe.t Negara : 

1. masih bcrbak mcncrima tunjangan pcnsiun dari Negara; 
2. memilild SUrat Izin Pcnghunian (SIP) yang sah; dan 
~ belum pernah mPmhPli ~t~11 mPmprmlPh fA<1i1itA<1 rnmAh rfAn/Atp11 

tanah dari pcmerintah berdasarkan peraturan pcrundang-undangan 
yang berlaku. 

f. Dalam hal suami dan istri masing-rnasing mendapat Surat Izin Penghunian 
(SIP) untuk menghuni rumah negara golongan III, maka pengalihan hak 
hRnyq_ ilApRt itihf.rik-An 1,-pp,::,,i,::, q,::,Jeh Qf1t11 ilAri Q11Ami nAn ic,tri yAng 

bersangkutan dan belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah 
dan/atau tanah dari pemerintah berdasarkan ketentuan perundang 
undangan. 

g. Pegawai negeri sipil pernerintah daerah yang telah memperoleh rumah 
ilAn IAtA11 tAnAh ilAri nPmPrintAh tirlAk- rlAnAt 1Aai mrnaAi11k-An nrrmnhnnAn 

t J. J J. u u J ... 

pengalihan hak atas rumah negara golongan Ill. 
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e. 

a. 
h 

rincian peruntukan; 
iPnica I canrcaifil<Ac::i· 
J I & , 

c. lokasi/ data teknis; 
d. perkiraan nilai barang pengganti; dan 

bal lain yang diperlukan. 

Pasal 20 
(1) Pelaksanaan tukar menukar barang milik daerah yang didasarkan pada 

kebutuhan pengelola barang dan permohonan tukar menukar dari pihak 
(PPmPrintAh Pn<::At, PPmPrinfAh nAPrAh lAinnyA, RArlAn Tl<::AhA Milik 

Negara/Daerah atau badan hukum mili.k pemerintah lainnya yang dimiliki 
negara, Pemerintah at.au Swasta) diawali dengan pembentukan Tim oleh 
Bupati untuk melakukan penelitian mengenai kemungkinan melaksanakan 
tukar menukar yang didasarkan pada pertim bangan. 

(?) PPlAl<C::AnAAn h1l<Ar mPnnl<Ar hArAng milik riAPrAh yAng rlirli:ic::ArkAn pArlA 

permohonan dari pihak, diawali dengan mengajukan permohonan secara 
tertulis kepada Bupati. 

(3) Permohonan disertai data pendukung berupa : 

Bagian Kesatu 
Tata Cara Pelaksanaan Tokar Menukar Barang Milik Daerah 

l-'ada Pcngctota Harang 

BAB IV 
TUKAR MENUKAR 

(5) Bupati menyerahkan surat keputusan penyerahan hak mili.k rumah dan 
pelepasan hak at.as tanah kepada penghuni yang telah membayar lunas harga 
rumah beserta harga tanahnya sesuai perjanjian sewa bell. 

(6) Pelaksanaan penjualan barang mili.k daerah berupa rumah negara golongan 
TTT rlAli:im hPntnk nPnai:ilihi:in hi:ik hi:irnc:: rlilAnnrkAn kPnArlA RnnAti rlPnaAn 

.1. 0 J. .1. .I. 0 

melampirkan salinan keputusan pengalihan hak rumah negara dan penetapan 
harga rumah negara golongan III setelah penerbitan keputusan. 

(7) Surat keputusan penyerahan hak milik rumah dan pelepasan hak atas tanah 
untuk ditindaklanjuti dengan penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah. 

Pasal 19 
(1) Pengalihan rumah negara golongan III dilakukan dengan cara sewa beli, Bupati 

menandatangani surat perjanjian scwa beli rumah negara golongan III. 
{?) Pf.ngh11ni ha=ng milil,- riAPrAh hPnlf'f:I Mlmf:lh nP3f:lrf:I 3nlnn3f:ln Ill mPlf:llr11lrnn 

permohonan pengalihan hak barang milik daerah berupa rumah negara 
melakukan pembayaran harga rumah negara golongan Ill dapat dilaksanakan 
secara angsuran dan disetor ke Kas Umum Daerah. 

(3) Apabila rumah yang dialihkan haknya tcrkcna rcncana tata ruang 
f'Pmhf:l}•ArannyA rlapi:if rlilak11kf:ln <::PrArA flmni 

(4) Pembayaran angsuran pertama ditetapkan paling scdikit 5% (lima puluh persen) 
dari harga rumah negara Golongan III dan dibayar penuh pada saat perjanjian 
sewa bell ditandatangani, sedang sisanya diangsur dalam jangka waktu paling 
singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan sesuai dengan 
kPtPntnAn nPrf:lfnrAn npn1nrlAna-11nrli:inaan 

.I. .I. U O 

W Bllpatt tldak ~ui atas pengltjuan permohonan Bupad 
•lllbtlftllll:ulran RJ)P.da Pm.ggune. Benmg rumah ~ golongan m ~ 
•hwa:aya untuk diaampaikan kepada pengguni rumah negara golonga.n m. 

f7) Benluarlran penentjuan, Bupati menetapkan harga rumah beserta tanahnya 
berdaMrkan basil penilaian. 

(8) Barga nunah negara golongan Ill ditetapkan sebesar 50 % (Ii.ma puluh persen] 
"Mi nilAi WAiAr .. 
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Pasal 22 
(1) Pengelola Barang mengajukan pcrmohonan persetujuan tukar menukar 

kepada Bupari. 
(2) Dalam hal tukar menukar memerlukan persetujuan DPRD, Bupati terlebih 

dahulu mengajukan permohonan persetujuan tukar menukar kepada DPRD. 
(3) Berdasarkan surat persetujuan tukar menukar, Bupati dan mitra tukar 

menukar menandatangani perjanjian tukar menukar. 
(4) Sctelah menandatangani perjanjian tukar, mitra tukar mcnukar 

metaksanakan: 
a. pekerjaan pembangunan/pengadaan barang pengganti sesuai dengan 

perjanjian tukar menukar, untuk tukar menukar ates barang milik daerah 
berupa tanah dan/ atau bangunan; dan 

b. pekerjaan melaksanakan pekerjaan pengadaan barang pengganti sesuai 
denaan oerianiian tukar menukar termasuk menvelesaikan oenzurusan 
doblme~ administratif yang diperlukan, untuk tukar menukar ates' barang 
milik daerah berupa selain tanah dan/ a tau bangunan. 

Pasal 21 
(1) Pengelola Barang melakukan penilaian terhadap barang milik daerah yang 

akan ditukarkan dan barang pengganti. 
(2) Hasil Penilaian disampaikan Pengelola Barang kepada Bupati. 
(3) Berdasarkan hasil pcnilaian, Bunati melakukan pcnetapan mitra tukar 

menukar. 
(4) Bupati mcnerbitkan keputusan tukar mcnukar paling scdikit mcrnuat : 

a. mitra tukar menukar; 
b. barang milik dacrah yang akan dilcpas; 
c. nilai wajar barang milik dacrah yang akan dilepas yang masih berlaku 

pada tanggal kepuuisan diterbnkau: cian 
d. rincian rcncana barang pengganti. 

~ tukar lllffltlkar. balk darl -. ~ 
llla1lpUD ymidje; 

b. penelltlen data adrnrnhd:ratif; dan 
c. penelitian Oaik. 

(5) PeneUtian admintstratif clilakukan untuk rneneliti : 
a. status pe11ftUD88D dan bukti kepemilikan. gamber situasi termasuk lokasi 

tanah, luas, peruntukan, kode barang, kode register, nama barang, dan 
nilai peroleban, untuk data barang milik daerah berupa tanah; 

b. tahun pembuatan, kode barang, kode register, nama barang, konstruksi 
bangunan, luas, status kepemilikan, lokasi, nilai perolehan, dan nilai 
buku, untuk data barang milik daerah berupa bangunan; 

c. tanun peroienan, xoce oarang, koue register, narna oarang, jumian, nuai 
perolehan, nilai buku, kondisi barang, dan bukti kepemilikan kendaraan 
untuk data barang milik daerah bcrupa sclain tanah dan/atau bangunan. 

d. penelitian fisik dilakukan dcngan cara mcncocokkan fisik barang milik 
daerah yang akan ditukarkan dengan data administratif. 

" hsi~il nt>nl'litisi n nit 11RnP'kR n rlA lsi m berita s:1r::irs:1 Tll'nl'litisrn 
(6) Tim mer{yampaikan berita acara hasil penelitian kepada Bupati untuk 

penetapan barang milik daerah menjadi objek tukar menukar. 
(7) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud ayat (6), Pengelola Barang 

menyusun rincian rencana barang pengganti sebagai berikut: 
a. tanah meliputi luas dan lokasi yang peruntukannya scsuai dengan tata 

ruang wtlayah; 
b. bangunan meliputi: jenis, luas, dan konstruksi bangunan serta sarana dan 

prasarana penunjang; dan 
c. selain tanah dan bangunan meliputi jumlah, jenis barang, kondisi barang 

dan spesifikasi barang. 
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hAncn1nAn ., 

Pasal 25 
(1) Pengguna Barang mengajukan permohonan persctujuan tukar menukar kepada 

Bupati melalui Pengelola Barang, dengan disertai: 
a. penjelasan/pertimbangan tukar menukar; 
b. surat pemyataan atas perlunya dilaksanakan tukar menukar yang 

ditandatangani oleh Pengguna Barang; 
c. Peraturan daerah mengenai tata ruang wilayah atau penataan kota; 
d. data administratif barang milik daerah yang dilepas; dan 
e. rincian rencana kebutuhan barang pengganti. 

(2) Data administratif barang milik daerah yang dilepas, diantaranva : 
a. status penggunaan dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi 

tanah, luas, kode barang, kode register, nama barang, dan nilai perolehan, 
untuk barang milik daerah berupa tanah; 

b. tahun pembuatan, kode barang, kode register, nama barang, konstruksi 
h.Arn:mn.An Jn.A<: c:t.Ah1c: kt>pt>mililrnn, nil.Ai pt>rnlt>h.An. rl.An nil.Ai h11l<11 11nt11k 

barang roilik daerah berupa bangunan; dan 
c. tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jumlah, 

nilai perolehan, nilai buku, kondisi barang, dan bukti kepemilikan 
kendaraan, untuk barang milik daerah berupa selain tanah dan/ atau 

Bagian Ked ua 
Tata Cara Pelaksanaan Tukar Menukar Barang Milik Daerah 

Pada Pengguna Barang 

Pasal 24 
(1) Bupati membentuk Tim untuk melakukan penelitian kclengkapan dokumen 

barang pengganti, antara lain bukti kepemilikan, serta menyiapkan Berita 
Acara Serah Terima (BAST) untuk ditandatangani oleh Pengelola Barang dan 
mitra tukar menukar. 

(2) Berdasarkan perjanjian Tukar Menukar Pengelola Barang melakukan serah 
terima barang, yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). 

(3) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST), Pengelola Barang mengajukan 
usulan penghapusan barang milik daerah yang dilepas dari daftar barang 
Pengelola kepada Bupati serta Pengelola Barang mencatat dan mengajukan 
permohonan penetapan status penggunaan terhadap barang pengganti sebagai 
baranz milik daerah. 

(4) 

Pual23 
l1apatt membentuk Tim untuk melakukan monitoring pelakNDRAD 
P"llllldean/pembangunan barang penggauti berdasarkan laporan konaultan 
penpwu dan penelitian lapangan. 
Sebelum dilakukan pcnyerahan barang milik daerab yang dilepas, Penge.lola 
Barang melakukan pcnilaian terhadap kesesuaian ha.rang pengganti sesuai 
dengan yang tertuang dalaJn perjanjian tukar menukar. 
u~ ~ nasu penueian menunjukxan oanwa ternapat ketu1aksesuum 
spcsifikas1 dan/atau jumlah barang pengganti dengan perjanjian tukar 
me?ukar, ~itra tukar menukar berkewajiban melengkapi/memperba.i.ki 
ketidaksesuat tersebut. 
~alam hal kewajiban mitra tukar menukar untuk mclengkapi/memperbaiki 
tidak dapat dipenuhi. maka mitra tukar menukar berkewaiiban untuk 
menyetorkan selisih nilai barang milik daerah dengan barang pengganti ke 
rekening Kas Umum Daerah. 

(2) 
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(4) Tim menyampaikan berita acara basil penelitian kepada Bupati untuk 
penetapan barang milik daerah menjadi objek tukar menukar. 

(5) Berdasarkan penetapan, Pengelola Barang menyusun rincian rencana barang 

pc::ugga.IJU sebagai ber U<UL . 

a. tanah meliputi luas dan lokasi yang peruntukannya sesuai dengan tata 

ruang wilayah; 
b. bangunan meliputi : jenis, luas, dan konstruksi bangunan serta sarana dan 

prasarana penunjang, 

c. selain tanah dan bangunan meliputi jumlah jenis barang,kondisi barang 
dan spesifikasi barang. 

dalaiu bei iia acara peuelitian. 

untuk data barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan. 
(3) Penelitian fisik dilakukan dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah 

yang akan ditukarkan dengan data administratif. Hasil penelitian dituangkan 

perulehan, nilai buku, kondisi baiang, dan bukti kepeiuilikan kendaraan 

a. status penggunaan dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi 
tanah, luas, peruntukan, kode barang, kode register, nama barang, dan 
nilai perolehan, untuk data barang milik daerah berupa tanah; 

U. Uil1Ul1 peuibuatan, KOUC:: baiang, KUUC:: regisie», narna barang, KOUSU UKSi 
bangunan, luas, status kepemilikan, lokasi, nilai perolehan, dan ni1ai buku, 
untuk data barang milik daerah berupa bangunan; dan 

c. tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jumlah, nilai 

(2) Peueiiuan adruiniau auf diiakukau uruuk ureueliu . 

a, peneiiuan kelayakau LUKID lHt:HUKl:1.1, baik dai i aspek ieknis, ekunoruis, 
maupun yuridis; 

b. penelitian data administratif; dan 
c. penelitian fisik. 

Pasal 26 
(1) Peut..kmuuuu1 tukar uienukar barang wilik daerah tl.u:twl:lli dengau pembeutukan 

Tim oleh Bupati untuk melakukan penelitian mengenai kemungkinan 
melaksanakan tukar menukar yang didasarkan pada pertimbangan Penelitian 
meliputi: 

)Piahb, Jam bMnuJ& Jwrwlwi Ulll1lDI wm esp,eifikHNi ...... ualClk 
mBlk daerah berupa eelain tanah dan/atau bangunan. 
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ketidaksesuaian tersebut; dan 

(ij Bupau iueurix-rn uk Tiw uruuk uielakukau moniun ing peiaksauaau µeugtttlaaui 

pembangunan barang pengganti berdasarkan laporan konsultan pengawas dan 

penelitian lapangan. 
(2) Sebelum dilakukan penyerahan barang milik daerah yang dilepas, Pengelola 

Baraug uielakukan penilaiau ierhadap kesesuaian i>a1aug peuggarni sesuai 
dengan yang tertuang dalam perjanjian tukar menukar apabila: 
a. dalam hal hasil penilaian menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuian 

spesifikasi dan/atau jumlah barang pengganti dengan perjanjian tukar 
rueuukai , wiu a LUKW Ult:IIUKaJ UCI kewajibau uieleugkapi/ uiernper baiki 

Pasal 28 

(3) Berdasarkan surnt persetujuan tukar rncnukar, Bupati dan mitra tukar 
menukar menandatangani perjanjian tukar mcnukar. 

(4) Setelah menandatangani perjanjian tukar, mitra tukar mcnukar melaksanakan : 
tt. pekerjaau pt'Wi.>augu11aui peugadaan bar ang peugganii sesuai deugan 

perjanjian tukar menukar, untuk tukar mcnukar atas barang milik daerah 
berupa tanah dan/atau bangunan; dan 

b. pekerjaan melaksanakan pekerjaan pengadaan barang pengganti sesuai 
deugan µe1ja.ujia11 i ukar uu-uukai ier ruasuk 111e11) elesaikau vc11gu1 usan 

dokumen administratif yang diperlukan, untuk tukar menukar atas barang 
milik daerah berupa selain tanah dan/ atau bangunan. 

Pasnl '27 
t1J Peugeiola OUIW&K IIICJ1gujuku11 µc1111ui10111111 pn t•1uju1111 1uk111 1111·11uk111 kqmtiu 

Bupati. 

(2) Dalam hal tukar mcnukar mcmerlukan pcrsctujuan DPRD, Bupati terlebih 
dahulu mcngajukan permohonan persetujuan tukar rncnukar kcpada DPRD. 

__ , 5 .. 8Qpatl. 

"" .. 7 ,. , ~ a nan bull penP.wn, Bupati melalrukan penetapan mitra tukar 
menubr. 

(I BupitU meua-l,ilJuw kepulUMJl luluu wcuuluu p1tliug ~l WCWUHl , 

a mitra tukar mcnukar: • 
b. barang milik dacrah yang akan dllepes; 

c. nilai wajar barang milik daerah ,ang akan dilepas ang rnasih berlaku pada 
l.lillgtti kcpulu~u diter bitkau; dau 

d. rincjan rencana barang pengganu. 

r• nu. 
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g. 
iukasij da Ll:l Lt:kJtis; dan 
surat pemyataan kesediaan menerima hibah. 

f. 

dihibahkan; 
e. jumlah/luas/volume barang milik daerah yang di mohonkan untuk 

dihibahkan; 

b. pcrmohonan dari pihak yang dapat mcncrima Ilibah. 
(2) Pelaksanaan hibah barang milik daerah pada pengelola barang yang didasarkan 

pada permohonan dari pihak yang dapat menerirna hibah, diawali dengan 
peuyawpaiaJ.1 per rnohorran uieh pihak peruohuu kepada Bupau yaug rnemuai . 

a. data pemohon; 
b. alasan permohonan; 
c. peruntukan hibah; 
d. jeui:si :spesifikasii nama bai ang w.ilik daerah yang dimuhoukau umuk 

Pasal 30 
{l) Pelaksanaan hibah barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang 

dilakukan berdasarkan : 

Bagian Kesatu 
Tata Cara Hibah Barang Milik Daerah 

Pada Pengelola Barang 

BABV 
HIBAH 

{2) Berdasarkan perjanjian Tukar Meuukar Peugelola Bai ang urelakukan serah 
terima barang, yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). 

(3) Berdasarkan Berita Acara Scrah Terima {BAST), Pengclola Barang mengajukan 
usulan penghapusan barang milik daerah yang dilepas dari daftar barang 
Peugelola kepada Bupau ser Ll:l Pengelola B1:t11:t11g ruer« .. al.l:lt dan uiengajukan 
permohonan penetapan status penggunaan terhadap barang pengganti sebagai 
barang milik daerah. 

Pasal 29 
[I] Buptu.i wewbt:mu.k Tiw umuk uielakukan peneuuan kelengkapan dokuuien 

barang pengganti, antara lain bukti kepemilikan, serta menyiapkan Berita Acara 
Serah Terima (BAST) untuk ditandatangani oleh Pengelola Barang dan mitra 
tukar menukar. 

IIUWl wiinl lukar wenukar 
bmyetmkan eelisih nilai be.rang mi1ik daerah dengan barang pengmti ke 
rekening Kas Umum Dacrah. 
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e. per umuk!w hibah. 

c. uilai pt:1Uit:ha11 dan uiia.i uuku ierhadap baraug yang dapai dilakukan 

penyusutan, untuk tanah dan/ a tau bangunan; 
d. nilai perolehan dan nilai buku terhadap barang yang dapat dilakukan 

penyusutan, untuk selain tanah dan/atau bangunan; dan 

(2) Dalam hal hibah memerlukan pcrsctujuan DPRD, Bupati terlebih dahulu 

mengajukan permohonan persetujuan Hibah kepada DPRD. 
(3) Apabila permohonan hibah disctujui oleh Bupati atau disetujui oleh DPRD, 

Bupau mt:Ht:wpiuw kepu rusun pelaksauaan hibah, yang sekuraug- kurauguya 

memuat: 
a. penerima hibah; 

b. objek hibah; 

Pasal 31 

Bupau ureiaiui Pengeloia Bai aug meuurua :.urnt pei nyataau kesediaan 

menerima hibah kepada calon penerima hibah. 

dan 
d. data calon penerima hibah. 

(5) Dalam melakukan penelitian terhadap data calon penerima hibah, Tim dapat 
uielakukan kiar ifika:.i kepada inaiauai yaug berwenang dan berkumpeien 

mengenai kescsuaian data calon pcnerima hibah. 
(6) Penelitian fisik dilakukan dengan cara mcncocokkan fisik barang milik daerah 

yang a.kan dihibahkan dengan data administratif. 
(7j Hasil peneliiian diiuangkau daiaiu Ut:1 ita acara peneliuau. 

(8) Tim menyampai.kan berita acara hasil penelitian kepada Bupati untuk 

menetapkan barang milik daerah menjadi objek hibah. 
(9) Dalam hal berdasarkan berita acara penelitian Hibah dapat dila.ksana.kan, 

b. 

ti. SUtLus <lam bukti kepeuulikan, gaiubar siruasi ieriuasuk lokasl tauah, luas, 
kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, dan peruntukan, 
untuk data barang rnilik daerah berupa tanah; 
tahun pembuatan, konstruksi, luas, kode barang, kode register, nama 
baraug, uilai perolehan, uilai buku, dau l>lliLUS keperuilikan umuk UH.Lit 

barang milik daerah berupa bangunan; 
c. tahun perolehan, spesifikasi/idcntitas tcknis, bukti kepemilikan, kodc 

barang, kode register, nama barang, nilai pcrolehan, nilai buku, dan jumlah 
uruuk data u1,u aug wilik daerah ber upa selain tanah tl1:tui It tau baugunau: 

. ._ .. .._dlln JJIIIDoboner, Bupatt membentuk Tim untuk melakulran penelitian 
,...... mdipuli . 

L penelitian data &dministratif; clan 
b. penelitian fisik. 

(4) Penelitian data administratif dilakukan untuk meneliti : 
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dan 
d. data calon penerima Hibah. 

(3) Penelitian fisik dilakukan dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah 
YIWl 1:1.Wl c.lihiUl:li.uum deugan data adminisuauf. 

barang milik daerah berupa bangunan; 
c. tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, kode 

barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, nilai buku, dan jumlah 
umuk daia oaraug wilik daerah Ut:J upa selain ianah uaui aiau banguuau; 

kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, dan peruntukan, 
untuk data barang milik daerah berupa tanah; 

b. tahun pembuatan, konstruksi, luas, kode barang, kode register, nama 

barang, niiai perolehan, uilai buku, dan :SUilU:S kepeiuilikau uuruk U aia 

a. :SUiLW, Ua.U ouku kepeurilikan, garubar siruasi rerruasuk lokasi LaHWl, iuas, 

a. penelitian data administratif; dan 
b. penelitian fisik. 

(2) Penelitian data administratif dilakukan untuk meneliti : 

- 1 •• • - • , • '. _vc..;ul.:uurtu .)<Ult:, uu.::.upuu. 

Pasal 32 

(1) Pelaksanaan hibah barang milik daerah pada Pengguna Barang diawali dengan 
pembentukan Tim Internal pada OPD oleh Pengguna Barang untuk melakukan 

Bagian Kedua 
Tata Cara Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah 

Pada Pengguna Barang 

........... ldbah tldak dieetttjui. Bupati melaluf Pengelola Bal8DI 
maaberilMhuluw kepllWl pilulk Ylllll we.upjwuw pe1muhouaw ini.h, cliaertati 
denpn ala1&unya. 

(5) 8erdasarbn keputusan peJaksanaan Hibe.h, Bupati dan pihak penerima hibe.h 
menandata.ngani naakah hibe.h yang memuat sekurang-kurangnya: 
1:1.. ideulill:lit 1,MU1:1 pilutk; 

b. jenis dan nilai barang yang dilakukan hibah; 
c. tujuan dan peruntukan hibah; 
d. hale dan kewajiban para pihak; 

e. kiausul beraiihuya iangguug jawau UWl kewajibau kepada pihak peuer i.ma 

hibah; dan 
f. penyelesaian perselisihan. 

(6) Berdasarkan naskah hibah, Pcngclola Barang melakukan serah terima barang 
ruilik daerah kepada peuei hua i1iuaii yang diiuangkan dalaru Bt:111.a Acara Set ah 

Teri.ma {BAST). 
(7) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima {BAST), Pengelola Barang mengajukan 

usulan penghapusan barang milik daerah yang tclah dihibahkan. 
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mengenai kesesuaian data calon pencrima hibah. 
(4) Penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan 

cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan dihibahkan dengan data 
administratif. 

{t:;\ J-l'Ac::il nPnPlitiAn i1it11anai<An nAIAm hf'ntA ArArA nl'nPlitiAn 
, I , O ..l 

(6) Tim menyampaikan berita acara hasil penelitian kepada Bupati untuk 
menetapkan barang milik daerah menjadi objek hibah. 

(7) Dalam hal berdasarkan berita acara penelitian Hibah dapat dilaksanakan, 
Bupati melalui Pengelola Barang meminta surat pernyataan kesediaan 
mPnPrima hihah l<t>pAnA rAlnn pPnPrima hihAh 

(8) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan hibah kepada Bupati. 

untuk data barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan; 
dan 

d. data calon penerima hibah. 
(3) Dalam melakukan penelitian terhadap data calon penerima hibah, Tim dapat 

mPIA k11 i<A n kl A rifikAc::i i<PnAilA in<:tA n<:i vnnu hPru·PnAna ilA n hPri<nm nPtPn 
' ~- u u ' 

Pasal 33 
(1) Berdasarkan pennohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (7), 

Bupati membentuk Tim untuk melakukan penelitian yang meliputi : 
a. penelitian data administratif; dan 
h pPnPliforn fic::ilc 

(2) Penelitian data admirustratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
dilakukan untuk meneliti : 
a. status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, 

kode barang, kode register, nama barang, mlai perolehan, dan peruntukan, 
11nt11i< ilAtA hArAn~ milik ilAPr~h hl'r11pA tAnAh· 

b. tahun pembuatan, konstruksi, luas, kode barang, kode register, nama 
barang, nilai perolehan, nilai buku, dan status kepemilikan untuk data 
barang milik daerah berupa bangunan; 

c. tahun perolehan, spesifikasi/idcntitas teknis, bukti kepemilikan, kode 
hArAnO' i<ni!P rPO'ic::tPr nAmA hArAnO' nilAi nprnlPhAn nilAi h11k11 ilAn i11mlAh 

u u .. .,, • ' , J 

(6) Penyampaian surat pennohonan disertai dengan surat pernyataan kesediaan 
menerima hibah. 

(7) Pengelola barang menyampaikan surat permohonan kepada Bupati, 

i. iokasi, 

h. jenis/spesifikasi barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihibahkan; 
dan 

g. 
8UilU8 Will UUKU kepeiuilikau, 

nilai perolehan; 

i. 
tahun perolchan; e. 

1111111 i,eaeHtlen, fmlllma 88lalll ~ 
................. flenleloJa Barang yang IDelllU&t: 
.. .... c:alon penaJma bibah; 
b, ..i....w Wlluk llleugiuUlthkau1, 

c. data dan dokumen atas ta.nab dan/ a tau bangunan; 
d. peruntuJcan hibah; 
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Pasal 35 

(1) Pengelola Barang melaksanakan penilaian dengan menugaskan: 
a. penilai, untuk tanah dan/ a tau bangunan yang akan dijadikan objek 

penyer iaau modal; dan 

Bagian Kesatu 

Tata Cara Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Atas Barang Milik Daerah 
pada Pengelola Barang 

BAB VI 

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH 

usulan penghapusan barang milik daerah yang telah dihibahkan. 
(6) Apabila permohonan Hibah tidak disetujui, Bupati melalui Pengelola Barang 

menerbitkan surat penolakan kepada Pengguna Barang yang mengajukan 
permuhuuan diser uu deugan alasaiuiya. 

(5j Berdaseu kan Bei ica Acai a Ser ah Tei iura (oASTj, Peugguna Barang uieugajukau 

c, penyelesaiau perselisihau. 

(4) Berdasarkan naskah hibah, Pengelola Barang melakukan serah terima barang 
milik daerah kepada penerima hibah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah 

Terima (BAST). 

d. hak dan kewajiban para pihak; 
e. klausul beralihnya tanggung jawab dan kewajiban kepada pihak penerima 

hibah; dan 

•••1D1+-lrlm111 pelebeoeeo blbeh, yang aekuraog-kurangnye memuat 
IL p:uaima hilJew; 
b. objek lu"beh; 

c, Dilai peroleban dan nilai buku terhadap barang yang dapat dilakukan 

penyusutan, untuk tanah dan/atau bangunan; 
cl. ll.WU perolehan UIUl nilai buku rerhadap barang ya11g dapai uilitkuiuu1 

penyusutan, untuk selain tanah dan/ a tau bangunan; dan 
e. peruntukan hibah. 

(3) Berdasarkan penetapan pelaksanaan Hibah, Pengclola Barang dan pihak 
penerirua itiuai1 menaudaiaugaui naskah hioah. i,jasirnil hibah uieruuai 

sekurang-kurangnya: 
a. identitas para pihak; 

b. jenis dan nilai barang yang dilakukan hibah; 
c. iujuan dan per UUlUKl:iU hibah, 
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(2) Apabila permohonan tidak disetujui oleh Bupati atau tidak disetujui oleh DPRD, 
Bupati melalui Pengelola Barang memberitahukan pada calon penerima 
penyertaan modal discrtai dcngan alasan. 

i3i Apabiia per uiohunan IJCll)'t'I U:tWI mudal !)t'llit:lifllail daer ah ala~ ua1a11g uiilik 

daerah disetujui oleh Bupati atau disetujui oleh DPRD, Bupati menetapkan 
keputusan atas barang milik daerah yang akan disertakan sebagai penyertaan 

modal. 
(4i Peugelola Barang inenyiapkan 1w1c1:111gw1 Pe1aLu11:111 Daerah reurang peuyeuaau 

modal pemerintah dacrah dengan melibatkan OPD terkait. 
(5) Rancangan Peraturan Daerah tcntang penyertaan modal pcmerintah daerah 

disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan bersama dan 
selanjuinya uiLt:Uipk1m sebagal Perauu au D1:1e1al1 lt:ULa11g penyer iaan UlUUl:11. 

(6) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, 
Pengelola Barang melaksanakan penyertaan modal pemerintah daerah 
berpedoman pada keputusan Bupati, 

DPRD. 

Pasal36 
(1) Dalam hal penyertaan modal pemerintah daerah memerlukan persetujuan 

DPRD, Bupati terlebih dahulu mcngajukan permohonan persetujuan kepada 

i5i Apabila ut:1ua~1ka11 ha ii kajiau, peuyeuaan uiodai peuieriuiah daerah iayak 

dilaksanakan, maka calon penerima penyertaan modal pemcrintah daerah 
menyampaikan surat pernyataan kesediaan menerima penyertaan modal 
pemerintah daerah yang berasal dari barang milik daerah. 

i6i Tiin uienyampaikan dukuiuen hasii kajian dau sura; µernyawau kesediaan 

menerima penyertaan modal pemcrintah daerah kepada Bupati. 
(7) Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan penyertaan modal 

pemerintah daerah kepada Bupati. 

......................... 8'1 ... 11111-llll', 
..........• ,_a,eflnm bMll pmQatu, lrepada Bupati 

••• M •atieer•Uk Tim untuk melakulam penelitian t.erbadap : 
a. bull •:netieia kdaya1ran fnveataai yang dilakukan aesuai ketentuan peraturan 

peruuchwg-u1uJH•1pu, 

b. data adminiatratn diantaran ifi i/ id . , ya: tahun perolehan, apes ikas , entnas 
c. tekn.is, bukti kepemilikan, kode barang, kode register, nama barang, dan nilai 

perolehan atau nilai buku: 
' 

U. Kt:~SUct.W.U lUJ0uu11 ,_ • • ' • • • 
u. peuyer taan WOUl:U peurei UlUUl Ul:lt:IWI, 

(4) Tim melakukan kajian bersama dengan calon penerima penyertaan modal 
pemerintah daerah dan/ a tau OPD terkait, yang dituangkan dalam dokumen 
basil kajian. 
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Pasal 38 

(1) Bupati membentuk Tim untuk melakukan penelitian terhadap: 

a. basil analisis kelayakan investasi yang dilakukan sesuai ketentuan 

pe1ttLuuu1 per umiuug-urnla11ga11, 

2. nilai realisasi pelaksanaan anggaran; dan 
3. keputusan penetapan status penggunaan. 

b. dokumen hasil analisis kclayakan investasi mengcnai penyertaan modal 
sesuai keieniuan perauuau per undaug-uudangan. 

(2) Penyertaan modal pemerintah daerah yang diarahkan untuk optimalisasi 
barang milik daerah, maka pengajuan usul oleh Pengguna Barang melalui 
Pengelola Barang kepada Bupati disertai pertimbangan dan kelengkapan data 

ber upa . 
a. data administratif, antara lain tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, 

bukti kepemilikan, kode barang, kode register, nama barang, dan nilai 

perolehan atau nilai buku; 
u. dokumen hc1sii aualisa kelayakau iuvestasi uieugenai penyer iaan modal 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(3) Pengelola Barang melaksanakan penilaian dengan menugaskan : 

a. Penilai, untuk tanah dan/atau bangunan yang akan dijadikan objek 

~uyc1 iaan modal: 
b. Tim yang clitetapkan oleh Bupati dan dapat melibatkan Penilai, untuk selain 

tanah dan/atau bangunan yang akan dijadikan objek penyertaan modal. 

(4) Pengelola Barang menyampaikan hasil penilaian kepada Bupati, 

Pasal 37 
(1) Penyertaan modal pernerintah daerah yang dari awal pengadaannya 

direncanakan untuk diiadikan sebagai pcnvertaan modal pcmcrintah daerah, 
maka Pengguna Barang melalui Pengclola Barang mengajukan usul kepada 
Bupati disertai pertimbangan dan kclcngkapan data bcrupa : 
a. data administratif, antara lain : 

Bagian Kedua 
Tata Cara Penyertaan Modal Pernerintah Daerah Atas Barang Milik Daerah pada 

PrnoonnA RArAno 
"" 0 

IQllfn- Bupad, p I ......... 

i;a.ea:iwa Peuyerifuw Muclld PaamiDuw 
,... dbttnclnn dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) • 

.,,,,,Rlllmn Berita Acara Serah Terima, Peogelola Barang mengajukan usulan 
pengbapuean banmg mWk daerah yang telah dijadikan penyertaan modal 
peuaeriulah <laentb. 
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(5j Raucangan Peraun an Daer air Lcuu:mg penyer iaau modal peureruuah daei ah 
disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan bersama dan 
selanjutnya ditetapkan sebagai Peraturan Daerah tentang penyertaan modal. 

(6) Berdasarkan Peraturan Daerah tcntang Penycrtaan Modal Pemcrintah Daerah, 
Peugelola Barang nielaksanakan peuyt:r caau uiodal peuier iruah daerah 

berpedoman pada keputusan Bupati. 
(7) Berdasarkan peraturan daerah dan keputusan Bupati, Pengelola Barang 

melakukan serah terima dengan penerima Penyertaan Modal Pcmerintah 
Daer ah yang iliw1:1ngkw1 dalaiu Berlia Acaia Serah Tt:1uu1:1 (BAST). 

(8) Berdasarkan Berit.a Acara Serah Terima (BAST) Pengguna Barang mengajukan 
usulan penghapusan barang milik daerah yang tclah dijadikan pcnyertaan 

modal pemerintah daerah. 

Pasal39 
(1) Dalam hal penycrtaan modal pemcnnt.ah daerah rnemerlukan persetujuan 

DPRD, Bupati terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan kepada 
DPRD. 

(2) Apabila permohonan tidak disctujui oleh Bupati atau tidak disetujui oleh DPRD, 
Bupati melalui Pengelola Barang memberitahukan pada calon penerima 
penyertaan modal disertai dengan alasan. 

(3) Apabila permohonan penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik 
daerah disetujui oleh Bupati atau disetujui oleh DPRD, Bupati menetapkan 
kepurusan atas barang milik daerah yang akan diser iakan sebagai pell.) er iaan 

modal. 

(4) Pengelola Barang menyiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang penyertaan 
modal pemerintah daerah dengan mclibatkan OPD tcrkait. 

.... I ............. pemertntabdMNII. ••1r1m ~ benuaa *""" cum penenma peaoer1UD IIICdll 
~ dlierah dan/atau OPD terkait, yang clituaapan dalam dokumell 
bullbJlan. 

(3) Apabila berdasarkan basil kajian, penyertaan modal pemerintah daerah layak 
dflebenalran ....... _ ' ...._ caJon penerima penyertaan modal pemerintah daerah 
menyampaikan surat pern ataan kcacdiaan menerima penyertaan modal 
pemerinta.h dacrah yang berasal dari barang mllik daerah. 

(4) Tim menyampaikan dokumen hasil dan surat pernyataan kesediaan menerima 
penyertaan modal pemerintah daerah kepada Hupati. 

(5) Pengelola Ba.rang mc.·ngajukan 11t·rmoho111U1 per setujuun penyertaan modal 
pernerintah daerah kcpada Bupati, 
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AERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2019 NOMOR 46 

Diundangkan di torotai Selatnn 
pada tanggnl 
Pit SEKRETARIS DAERAH 
Mill P: PULAU MOROTAI, 

'~~~ 

Dltetnpknn di Morot111 Scl11tnn 
padn tnnggnl 16 DEC 2019 

BUl'ATI rr:\U MOROTAI, 

:uNY 1.A<>S 

BAB VD 
KETENTIJAN PENU1VP 

Pasal 41 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pede tanggal dmndengkan 
AIJ1r aetiap orang mcngctahum a, mcmenntahkan pengundangen Pcmturan Bupeti 
mi dengan penempatann a dalarn Serita Dacmh Knbupotcn Pulau Morotm 

Ill••·--•..._ , .... an D ,-c _.....,. ..... tldM 
.... - ... ~Bupatilnl. 
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Mengingat 

BUPATI PULAU MOROTAI, 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan 

penyusunan neraca pemenntah daerah, pemanfaatan, 
atau pemindahtanganan di Pemerintah Kabupaten Pulau 
Morotai Tahun Anggaran , sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan, maka perlu dibentuk Tim Penilai 
Barang Milik Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati 
tentang Pembentukan Tim Penilai Barang Milik Daerah 
Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran ; 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

PEMBENTUKAN TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN PULAU 
MOROTAI TAHUN ANGGARAN . 

TENT ANG 

KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI 
NOMOR 8/ / /KPTS/PM/ . 

BUPATI PULAU MOROTAI 
PROVINS! MALUKU UTARA 

FORMAT DAN BAGAN ALUR /FLOWCHART 
TATA CARA PENILAIAN BARA NG MILIK DAERAH 

1. FORMAT KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PJ<:NILAI BARANG 
MILIK DAERAH 

IAMPIRANI 
PERA'IURAN BUPA11 PULAU MOROTAI 
NOMOR TAHON 2019 
TENTANO 
TATA CARA PENII..AIAN PEMINDAHTANGANAN 
BARANG MILII{ DAERAH KABUPATEN PULAU 
MO ROT AI 
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0...... ~ 
lrwb.e*. Tahun 2004 Nomor 126, Tambaban Lembm'aD 
Nepra Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentanl 
PP.mbf!ntuk11n K11huJ1f1ttm Pu111u Mnmt11f elf PravfnAi 
Maluku Utara (Lembaran Negara Republil< Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 190 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor14937); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembcntukan Peraturan Perundanz-undanean (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang 
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua 
atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia 'ranun zu 14 Nornor ..lY:2, rarnbanan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

9. Peraturan Pemenntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah 
Kabupateri/ Kota (Lembaran Negara Repubhk mdonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Repubhk Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2007 
Nomor 4 737); 

iO. Pei ai.ui an Ft::mt::1i11u:111 Nornor 71 Tah un 2010 ieruaug 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
f'ct1t:,ch-:,1a.G1.Jj De1Jd11t:, Milik r~ct:,d.,~a/Dacaah (LC11"1Le1ra11 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
PPmhin::i::in rl::in PPngs:ims:ic::s:in PPnyPlPnge::irs:is:in PPmPrints:ah 
Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6041); 
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Togas, wewenang dan tanggungiawab Tim Penilai Barang 
Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum 
KESATU adalah sebagai berikut: 
a. menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan 

penilaian sesuai standar penilaian Indonesia yang 
diakui oleh Pemerintah; 

KETIGA 

Tim sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU, 
membantu Bupati dalam hal penilaian Barang Milik 
Daerah Kabupaten Pulau Morotai. 

KEDUA 

Membentuk Tim Penilai Barang Milik Daerah Kabupaten 
Pulau Morotai, dalam rangka penyusunan neraca 
Pemerintah daerah/pemanfaatan/pemindahtanganan 
Tahun Anggaran dengan Susunan Tim sebagaimana 
terlampir dalam keputusan ini. 

Menetapkan 
KESATU 

MEMUTUSKAN: 

........ h111nr Dmnh fLlmlMa' 
lndcn1111& Tabun 2019 Nomor 42, Tmnblllum laillliil• 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nam.or 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Keuangan Pengelolaan Keuangan Daerah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 03 
Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai 
Tahun 2012 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Pulau Morotai Nomor 18); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 8 
Tahun 2014 ten tang Pengelolaan Barang Milik Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2014 
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau 
Morotai Nomor 24); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau 
Morotai Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau 
Morotai Tahun 2017 Nomor 2); 
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BUPATI PULAU MOROTAI, 

Ditetapkan di Morotai Selatan 
pad a 
tanggal . 

Tembusan: 
1 . 
2. ·································· 
3. dst . 

,.._,,_tan/pemmdabtan....,m; 
c. 111elaa>orkan huiJ. penilaian barang m:IHk ..._.. 

kepada Bupati melalui Sekretaria Daerah 
ae1aku pengelola berang milik daerah; 

d. me~etapkan batas waktu hasil penilaian. 

Jangka waktu tugas Tim Penilai Barang Milik Daerah 
sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, 
dilaksanakan selama 1 (satu) Tahun Anggaran ····~ 
dan bertanggungjawab kepada Bupati melahri 
Sekretaris Daerah selaku pengelola. 

Guna menunjang kelancaran tugas Tim, diberikan 
honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum 
dalam lampiran Keputusan ini. 

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat 
ditetapkannya Keputusan mi, dibebankan pada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Pulau Morotai Tahun Anggaran . 

Keputusan rm mulai berlaku sejak tanggal 
ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian 
hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di 
adakan perbaikan sebagaimana mestinya. 

KETUJUH 

KEEN AM 

KELI MA 

KEEMPAT 



Dipindai dengan Camfscanner 

fh tie [~ 
~o. ~ z ::s t, II) tv ~ ti ::s 
::s § c > 
.... ::, 
.E.rf ~ c Cf' ., 
II) c .... 
::, .... t, 
-c x- 
Cll~::S ID Ill ... Cl)::, Cl) 

> @ ~ 0. ft ::, (/) ID ID ., gg r.n c c ~ ~ §. (1) c (/) 
0 q ~ c:, c n ID ,.... s [~~ > (1) ,.... c z ........ > §. c 

~ -l~~ c ::, ::s II) 
ID ::, gg gg ~ ;j 
... '-· ::, (/) 

~ ~ c (/) 0 0 <, 
(,\) o 

3 c: s s ~ ~ 

~ 

cc:::: 
0:, 

.., z '"O '"O ii>° -l gg 0 
~ ~ (1) s > ~ C') 
II) :i,;- 0 z tc:l 3= ::, :::, s -l oz~ (7Q rii" ~ 0 '"O 
3:: ;i:. c to ... s; 5: > - x= zC~ 50 

:;o~ o- 
-l t: 2:: ;,:: 

z c:, 
~ 

~ i ~ 
(/) - 

to ~c:,~~z:i::~ c o~s=z~~ '"O 

~ O~o:,~0c~ 
~ tc:l :;o-l~ '"O 

I do~! c s: I: c : '"O : c 
3:: >:j ':-''"d 
0 ttjs= : > 
:;o 

:::c: 
z.,, : :j 

0 '"O tc:l <, '"O 

~ 
0 c: 3 ;,::c: z to s: ~ ~5: Otc:i 
~ (/) 

c ~c: 
-~ ~o:, '"O~ 

O I 3::o ~z :;o - :;o Qo ~~ 
~3:: 1 ~ 
-l - . 5: ~ s 



Dipindai dengan CarrrScanner 

to s:: 
'O 
Sl) a. 

-h' . "'11 s-9 )(,cf ,1 ~ 
ie. l!l~f~g 

:2 ~ 
~Q. e: . e - ::, ~ re. . s i § ~ c: ~ §;'ti Ill [ ~ B 
::, ::s-·:,~--i~ ~ ~ '< Q. == == e. 'ti Q. §Ille o e c: -·Ill 1 ~ ::, ::r 

(JQ ¥ §" §'. § [ ~- ~ c ~ 
... 
[ Ill 

;:i 

~ 
E;' "' 2. .,, "' [ ~'8 (I) ! 

2. ~ +---i 
::, ~{ II) 
~~ ::, e.:. i.;· to ., ... ::, I ::,[ p.) ., 

II) -- ::, 
(7Q 

3:: ... ,.... 
~ 
0 
II) ~ ., 
p.) ::r 

~ :s 
en ~ 

f;;' c: s:: I; ~"8 ~ 

I :!. cl c 
~ ~ +---: .-+ ., :, ll) 

.;· :i:: :i:"g ~- :, ., 
2' 

.., 
~ "' P> ., :s :, (1Q 



Dipindai dengan Camfscanner 

32 

a. bahwa barang-barang milik pemerintah Kabupaten Pulau 
Morotai, dalam hal ini kendaraan bermotor Perorangan 
dinas dan operasional dinas yang sudah memenuhi umur 
kendaraan yang ditetapkan dan atau dalam keadaan rusak 
atau tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan 
dinas, dapat dihapuskan dari daftar inventaris kekayaan 
milik Pemerintah Daerah yang bersangkutan; 

b. bahwa kendaraan perorangan dinas milik Pemerintah 
Kabupaten Pulau Morotai yang sudah dipergunakan lebih 
dari 5 (lima) tahun dapat dijual/ sewa belikan kepada 
Pejabat Negara; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat 
(2) Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor . . . . Tahun .... 
Tentang Tata Cara Penilaian dan Pemindahtanganan 
Barang Milik Daerah, Bupati melakukan penelitian atas 
usulan permohonan penjualan dan dalam melakukan 
penelitian Bupati membentuk Tim; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 
Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penelitian 
Penjualan/Penghapusan Kendaraan Dinas Milik 
Kabupaten Pulau Morotai; 

Menimbang 

BUPATI PULAU MOROTAI, 

BUPATI PULAU MOROTAI 
PROVINS! MALUKU UTARA 

KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI 

NOMOR: 8/ / /KPTS/PM/ .. 

TENT ANG 

PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN PENJUALAN/PENGHAPUSAN 
KENDARAAN DIN AS MILIK KABUPATEN PULAU MOROTAI 

FORMAT DAN 
TATA CARA PEMINDAHBAGAN ALUR /FLOWCHART 

TANGANAN BARANG MILIK DAERAH 
1. FORMAT KEPUTUSAN BUP 

KENDARAAN DINASI MILIKATI TENTANG PANITIA PENJUALAN/PENOHAPUSAN 
KABUPATEN PULAU MOROTAI 

'l'BMTAMO 
TATA CARA PBNIIAJAN PBMJldM:ff 
TANGANAN BARANO M1UK oAERAff 
KABUPATEN PULAU MORO'l'AI 
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''-'-- ...... • ta1II ---.-UDdang Nomor 01 Tahun 2004 ten 
P'eabendebaraan Nepra (LembaraD Negara ReJ)Ublik 
Tahun 2004 Nomor 05 Tambahan Lembar&D Negar& 
Republik Indonesia Nom~ 4355); 

3· Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentanl 
Pcmeriksaan Pcngelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20~4 
Nomor 66, Tarnbahan Lembaran Negara Repubhk 
Indonesia Nomor 4400). 

4. Undang-Undang No~or 33 Tahun 2004 tenta.n8 
Pertimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 ten~~ 
Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provm~1 
Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4937); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 rentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang 
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

9. Peraturan Pemetintah No~or 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemenntahan antara Pemerintah 
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2007 
Nomor 4737); 
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Membentuk Tim Penelitian Penjualan/Penghapusan 
Kendaraan Dinas Milik Kabupaten Pulau Morotai, dengan 
susunan Tim sebagaimana tercantum pada lampiran 
keputusan ini. 

MEMUTUSKAN: 

Flatertntaban (Lemblnn ..,. 
1ndoneela Tahun 2010 Nomor 123, TaJDl,ehan 

Lem Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
11· Peratura.n Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentan& 

Pen&elolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembar&D 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 
5533); 

12· Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6041); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang 
perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Keuangan Pengelolaan Keuangan Daerah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 03 
Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai 
Tahun 2012 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Pulau Morotai Nomor 18); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 8 
Tahun 2014 ten tang Pengelolaan Barang Milik Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2014 
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau 
Morotai Nomor 24); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 3, 
Tarnbahan Lembaran Daerah Nomor 28) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau 
Morotai Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau 
Morotai Tahun 2017 Nomor 2); 

Menetapkan: 
KESATU 
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Tembusan: 
1. .. 
2 .. 
3. dst . 

···································· 

BUPATI PULAU MOROTAI, 

Ditetapkan di Morotai Selatan 
pada tanggal 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat 
kekeliruan dalam kepu tusan ini akan di adakan 
perbaikan sebagaimana mestinya. 

KELI MA 

S akibat egala biaya yang dikeluarkan sebagai 
ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau 
Morotai Tahun Anggaran . 

KEEMPAT 

Hasil penelitian Tim sebagaimana dimaksud diktum 
KEDUA dituangkan dalam berita acara dan dalarn 
pelaksanaan tugas berdasarkan peraturan perundang 
undangan yang berlaku. 

JCE110A 
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1 Ketua Nama ............. 
2 Wk Ketua Nama ............. 
3 Sekretaris Nama ............. 
4 Anggota Nama ............. 
5 Anggota Nama ............. 

TIM PENELITIAN PENJUALAN/PENGHAPUSAN KENDARAAN DINAS 

Tanda tangan .. 
Tanda tangan .. 
Tanda tangan .. 
Tanda tangan .. 
Tanda tangan .. 

Morotai Selatan, Tanggal .... 20 ...... 

Sehubungan dengan hasil penelitian tersebut diatas, maka 
Panitia mengusulkan sebagai berikut: .. 
1. (daftar kendaraan yang diusulkan untuk dijual) 
2 (daftarkendaraan yang diusulkan untuk 

ditangguhkan dulu) . 
3. .. (daftar kcndaraan yang diusulkan untuk dihapu s) 

Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenarnya dan 
disampaikan kepada Bupati Pulau Morotai untuk dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 

1. Pemilikan 
2. Keadaan kendaraan 
3. Pemakaian dan pemeliharaan 
4. Biaya pemeliharaan 
5. Lain-lain yang perlu 

kendaraan- Adapun hasil pengecekan/ penelitian atas 
kendaraan tersebut adalah sebagai berikut: 

Pada hari ini Tanggal 8 1 Tah Kami ......... u an........ un . 
yang bertanda tangan dibawah ini selaku Tim Penelitian 
Penjual~/Penghapusan Kendaraan Dinas Milik Kabupaten Pulau 
Morotai Barat yang dibentuk dengan Kcputusan Bupati Kabupaten 
Pulau Morotai Nornor: B/ ....... / ...... /KPTS/PM/ ....... tanggal 
............... ....... telah melakukan pengecekan/penelitian terhadap 
kendaraan-kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Pulau 
Morotai (sebagaimana terlampir) Yang direncanakan untuk dijual 
kepada Pejabat Negara dan dihapus dari daftar inventaris sebagaimana 
tersebut pada Berita Acara ini. 

············· 

BERJIA ACARA 
NOMOR 

PENJUALAN/PENOHAPUsAN KENDARAAN 
DINAS MILD( kABUPATEN PULAU MOROTAI 



Dipindai dengan CamScanner 

38 

i Surat bukti pensiun dan sip atas rumah 

( ) 

Materai 

Morotai Selatan, 20 . 
Kepala OPD 

( ) 

Mengetahui/ menyetuju 
i 

Demikian permohonan ini saya sampaikan dengan penuh harapan untuk 
kiranya dapat dikabulkan. 

Mengajukan permohonan membeli rumah daerah yang saya tempati 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 jo. Peraturan 
Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 
2005 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. 

. ········································ 

. ········································ 

········································ 
········································ 
········································ 

········································ 
········································ 
········································ 
········································ 
········································ 
········································ 
········································ 
··········································· 
········································ 
·········································· 
········································ 
········································ 

Kepad.a Yth, 
eupati Pulau Morotai 
cq. Sekretaris oaerah 
Di- 

Morotai setatan. 

9. Belum pernah 
membeli/ memperoleh 
rumah dari 
pemerintah 

1. Narna 
2. NIP/NRP 
3. Tempat dan tanggal lahir 
4. Pekerjaan sekarang 
5. Instansi terakhir tempat bekerja 
6. Tunjangan pensiun 
7. Masa Kerja pad a pemerintah 
8. Rumah Daerah yang dimohon 

A.Letak 
Jal an 
Blok 
Tiyuh/ Kelurahan 
Kecamatan 
Kabupaten 

B. Huruf daftar Nomor 
C. Nama penghuni yang sah 

Tariggal dan nomor surat izin 
Penghunian 

yang bertanda tangan dibawah ini: 

Permohonan membeli rumah 
Daerah Oolongan II milik 
Dae rah 

Lampiran : 2 (dua)*) 
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*) Surat Keputusan Pengangkatan pertama sebagai Pegawai dan SIP atas 
rum ah 

( ) ( ) 

Materai Mengetah ui / menyetujui 

Morotai Selatan, 20 . 

Demikian permohonan ini saya sampaikan dengan penuh harapan untuk 
kiranya dapat dikabulkan. 

Mengajukan pennohonan membeli rumah daerah yang saya tempati 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 jo. Peraturan 
Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 
2005 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. 

9. Belum pernah membeli/memperoleh 
rumah dari pemerintah . 

. ········································ 

········································ 
········································ 
········································ 

········································ 
······································· 
······································· 

········································ 
········································ 

········································ 

1. Nama ········································ ~- ~~an tan · : . 
3. In tan i ggal lahir : . 
:: Ja~au! tern pat bekerja/kesatuan : . 

········································ 6, Pangkat dan Golongan . 
7. Gaji Pokok 
8. Masa Kerja pada Pemerintah 

A. Letak 
Jalan 
Blok 
Tiyuh/ Kelurahan 
Kecarnatan 
Kabupaten 

B. Huruf daftar Nomor 
C. Nama penghuni yang sah 

Tanggal dan nomor surat izin 
Penghunian 
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*) Surat Keputusan Pengangkatan pertama sebagai Pegawai dan SIP 
atas rumah 

( ) ( ) 

Materai Mengetahui/menyetujui 

Morotai Selatan, 20 . 
Kepala OPD 

Demikian permohonan ini saya sampaikan dengan penuh harapan 
untuk kiranya dapat dikabulkan. 

Mengajukan permohonan membeli rumah daerah yang saya tempati 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 jo. Peraturan 
Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 
2005 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. 

10. Bel um pernah membeli/ 
memperoleh rumah dari pemerintah 

········································ 
········································ 
········································ 

········································ 
········································ 

········································ 
. ········································ 

········································ 
········································ 

········································ 

yang bertanda tangan dibawah ini: 

1. Nama 
2. Tempat dan tanggal Iahir 
3, Pekerjaan 
4. Tunjangan Pensiun Janda/Duda 
s. Nama Almarhum Suami/Istri 
6. Tempat dan Tanggal Meninggalnya 

Suami/lstri 
7. Instansi tempat bekerja terakhir 
8. Masa Kerja Almarhum Suami/Islri 
9. Rumah Daerah yang dimohon 

A. Letak 
Jalan 
Blok 
Kampung/ Kelurahan 
Kecamatan 
Ka bu paten 

B. Huruf daftar Nomor 
C. Nama penghuni yang sah 

Tanggal dan nomor surat izin 
Penghunian 

. Permohonan membeli rumah 

L81DJIU8ll : =~ m milik Daerah 



Dipindai dengan CamScanner 

41 

Mengingat 

a. bahwa rumah daerah golongan III dan atau tanah 
bangunannya milik Daerah dapat dijual/ disewa belikan 
kepada pegawai; 

b. bahwa untuk melaksanakan penaksiran dan penilaian atas 
rumah Daerah golongan III dan atau termasuk 
bangunannya milik Kabupaten Pulau Morotai yang telah 
direncanakan untuk dijual/ disewa belikan kepada 
pegawai, perlu dibentuk Tim Penelitian Dan Pengkajian; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ayat ( ), ayat ( ) 
dan ayat ( ) Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor .... 
Tahun tentang Tata Cara Penilaian dan 
Pemindahtanganan Barang Milik Daerah, Bupati 
melakukan penelitian dan pengkajian sebagai bahan 
pertimbangan persetujuan Bupati atas permohonan yang 
diajukan penghuni rumah negara golongan ITT, selanjutnya 
Bupati melalui Pengelola Barang menugaskan Penilai 
untuk melakukan penilaian atas rumah negara golongan III 
yang akan dialihkan dan basil penilaian dilaporkan kepada 
Bupati serta dalam melak~kan penelitian dan pengkajian 
Bupati dapat membentuk Tim; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sfebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b dan huru c, perlu menetapkan 
Keputusan Bupati ~entang Pemben!ukan Tim Penelitian 
Dan Pengkajian PenJualan/Sewa Beli Rumah Golongan III 
Dan Atau Ganti Rugi Atas Tanah Bangunannya Milik 
Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai; 

l. Undang-Undang NoNmor 17RTahpuubnl_k201nOd3 ten~Tg hKeuangan 
Negara (Lembaran egara e 1 onesia a un 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 
Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang 

2· Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 

2004 
Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355); 

Menimbang: 

BUPATI PULAU MOROTAI 
PROVINS! MALUKU UTARA 

KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI 
NOMOR B/ / /KPTS/PM/ . 

TENT ANG 

PEMBENTUKANTIM PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PENJUALAN/SEWA BELi 
RUMAH GOLONGAN III DAN ATAU GANT! RUGI ATAS TANAH BANGUNANNYA 

MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PU LAU MOROTAI 

BUPATI PULAU MOROTAI, 



Dipindai dengan Camfscanner 

42 

......... , .............. Sldt 
...... ~ .... Repuliltt lndGnalh TallUD ~ 
lndoneeia t Tambaban Lembaran Nep.ra RePU 

4. Undang-u~ 440<>); tan& Pertimban --& Nomor 33 Tahun 2004 ten 
. &an keuangan Antara Pemerintah Pusat ~ 

~enn~ Daereh (Lembaran Negara Republik 
;done818. Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembs,rall 

egara Republik Indonesia Nomor 4438); 
5· Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentan8 

Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku 
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 49371. 

6. Undang-Undang No~or 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang 
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintah Oaerah Provinsi dan Pemerintah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2007 
Nomor 4737); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun. 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 
5533); 
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Membentuk Tim Penelitian dan Pengkajian 
Penjualan/Sewa Beli Rumah Golongan III Dan Atau Ganti 
Rugi Atas Tanah Bangunannya Milik Pemerintah 
Kabupaten Pulau Morotai, dengan Susunan Tim 
sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan ini. 

Tugas Tim Penelitian dan Pengkajian sebagaimana 
dimaksud diktum KESATU tersebut diatas adalah: 
a. Tugas Tim Peneliti~ : . . . 

1. meneliti admimstras1 pemilikan rumah/tanah 
dimaksud, termasuk pembangunan, penggunaan, 
perbaikan-perbai~an yang pernah dilak~aru1~an. 

2. menaksir harga jual rumah dan ganti rugi atas 
tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

MEMUTUSKAN: 

'~~604 Lembman Netllfll ~ 
13. Peraturan n.___,_ 1); Penge)o c~tah Nomor 12 Tahun 2019 tentan& 

Indon~:uangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Negara R ~ 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaf8.n 

14 Pe tu epublik Indonesia Nomor 6322)· 
· ra ranM teri ' 06 tentan en n Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20 

sebag ~ Pedoman Pengelolaan Keuangan Oaerah 
Ment ~ana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
pe ~~ Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
T~ an Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Dal un 20l 1 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
K am Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

1 
euangan Pengelolaan Keuangan Daerah · 

5· Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo; 19 Tahun 2016 
tentang Pedo~an Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 03 
Tahun 2012 ten tang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai 
Tahun 2012 Nomor 03, Tambahan Lernbaran Daerah 
Kabupaten Pulau Morotai Nomor 18); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 8 
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2014 
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau 
Morotai Nomor 24); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan 
Lembaran Daerah Nomor 28) sebagaimana telah diu bah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 
2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 2); 

KEDUA 

Menetapkan : 
KESATU 



Dipindai dengan Camfscanner 

44 

BUPATI PULAU MOROTAI, 

Ditetapkan di Morotai Selatan 
pad a tanggal · · · · · · · · · · · 

4. lafii.,Jaia 18DI Clipilldfi- 
b. Tuaaa Tim ~ian: 

1. meneliti haail Pffl8kairan Tim Penelitian. 2· haai1 pengkajian teraebut dituangkan dalam berita acara 
Ti~ Penelitian clan Pengkajian sebagaimana dimaksud 
Diktum Kedua dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan 
pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan 
melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati. 

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat 
ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran .. · · .. · 

Tembusan: 
1. . 
2 . 
3. dst .. 
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3. ······································ 

2 . 

TANDA TANGAN 
( ) 

( ) 

( ) 

NAMA 
1 . 

Demikian berita acara ini kami buat dengan sesungguhnya dalam 
rangkap 8 (delapan) untuk digunakan sepenuhnya. 

TIM PENILAI, 

Maka taksiran harga rumah dang ganti rugi atas Tanah terse but : 
Rp ························ ( ) 

: Rp ························ ( ) 
: Rp ························ (. } 
: Rp ····················· ( ) 

Dari hasil pemeriksaan diatas, maka harga taksiran ditetapkan dengan 
mengambil harga rata- rata dari penaksiran masing-masing anggota 
Tim Penilaian yaitu: 
Ru mah 
Ganti Rugi atas Tanah 
Jumlah 

Harga Rumah 
Rp . 
Rp . 
Rp . 
Rp ·················· 

Ganti Rugi atas Tanah 

Rp ················· 
Rp ················· 
Rp ················· 
Rp ················· 

Narna Anggota 

1 ······ . 
2. ······················ 
3. ······················ 
4. ······················ 

Berdasarkan data-data terscbut kami masing-masing anggota Tiro 
Penilaian memberikan taksiran harga rumah dang anti rugi atas 
tanahnya sebagai berikut: 

······················ 
······················ 
······················ 

-- ~·" bulan... .... • tabUD. • _..., -- 
-- rumab daerah IOk>nPD m clan ld1i .nar - 

milllc ~ertntah Pulau Morotai Yang ditetapkall den(Plll 
i,atU811m Bupatt Pulau Morotai Nomor: B/ .... / ..... /KPTS/PM/ ····· 

n ..... : ...... _. ... telah mcmcriksa dan mena.ksir harg8 rum.ah :,:anti rugi atas Tanah Rumah Dacrah golongan III. 

Jalan 
Blok 
Kampung/ Kelurahan 
Kecamatan 
Kabupaten 
Huruf daftar Nomor 
Rumah didirikan tahun . 
~~ memperoleh data-data scbagal tcrscbut pada lampiran Berita Acara 
iru. 
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2 .. 

3. . . 

TANDA TANGAN 
( ) 

( ) 

( ) 

NAMA 
I. .. 

Harga Rumah dan Tarrah dapat/tidak dapat setujui dipergunakan menjadi dasar 
penetapan harga penjualannya. 

Demikianlah berita acara ini kami buat dengan sesungguhnya dalam 
rangkap 8 (delapan) untuk digunakan sepenuhnya. 

TIM PENGKAJIAN, 

Rp ( ) 
Rp <. ) 
Rp ( ) 

Harga taksiran: 
Ru mah 
Ganti Rugi atas Tanah 
Jumlah 

=/Kelurahan : ::::::::::::::::::: .. 
geceinatan . . .. 
r,bupaten .. 
t1urufd~~-Nomor : .. 
iwnah d1d1rikan tahun : .. 

)(enurut penelitian dan penilaian kami: 

a. Nilai Rumah ~ersebut Rp ditetapkan/tidak berdasarkan nilai 
biaya yan~ dipergunakan urrtuk membangun yang bersangkutan pada waktu penjualan. 

b. Nilai ganti r:1~ atas Tarrah terse but Rp ...... ... ... .... .. ditetapkan/tidak 
didasarkan nilai pasaran yang seberramya berlaku secara rill pada waktu 
penjualan. . . . . 

c. Menurut penilaian kami Nilai Rumah adalah % lebih 
tinggi/rerrdah dan nilai ganti rugi atas Tarrah adalah % 

...................... 

..... tanllPI bul;,,._ ····· ~ Nmab. da•-1.. ..• ·•· ·· ··· ... ·tahun '--1 Tim 
~& a..a1 IOlnr.a&- m 1111111.1 

tah Dacrah kabu -·-.au dan aanu rug1 atu Tanahnya 
dengan Keputusan Pfl:r1 Tulang Bawang Barat yang 

./'KPTS/PM/ ... .. 1:anggal upau Pulau Morotai Nomor : 
IIC8l'8 pemeriksaan Tim Perui"': · .. · · · · · · · · · telah meneliti dan menilai 
ganti rugi atas Tanahnya tan aian harga Rumah Deerah golongan III . gga1 ....... 
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menimbang: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

Menimbang : a. bahwa rumah-rumah yang dimohon untuk dibeli 
oleh para pegawai/pensiun/janda/duda tersebut adalah 
rumah daerah golongan III milik Pemerintah Kabupaten 
Pulau Morotai yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun 
lebih dan tidak dalam sengketa sedangkan status tanahnya 
adalah milik/dikuasai Pemerintah Kabupaten Pulau 
Morotai; 

b. bahwa para pegawai/pensiun/janda/duda calon pembeli 
dimaksud masing-masing telah mempunyai masa kerja 10 
(sepuluh) tahun lebih dan tidak dalam sengketa sedangkan 
status tanahnya adalah milik/dikuasai Pemerintah 
Kabupaten Pulau Morotai: 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan 
Bupati tentang Penjualan Rumah Daerah Golongan III 
Beserta Ganti Rugi Atas Tanahnya Milik Pemerintah 
Kabupaten Pulau Morotai; 

BUPATI PULAU MOROTAI 
PROVINSI MALUKU UTARA 

KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI NOMOR : 
Bf / /KPTS/PM/ . 

TENTANG 

pgNJUALAN RUMAH DAERAH GOLONGAN III BESERTA GANT! RUGI ATAS 
TANAHNYA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI 

BUPATI PULAU MOROTAI 
' 
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.... ~ 3004 Namm- 
.... RepubJik lndon . 126, Tambehan LemlmaD 
Undang-Undang N eaia Nomor 4438); 
Pembentukan omor 53 Tahun 2008 tentang 
Maluku Utara ~ten Pulau Morotai di Provinai 
Tahun 2008 N baran Negara Republik Indonesia 
Republik lndon o~oNr 190, Tambahan Lembaran Negara 

esia omor 4937)· 
6. Undang-Undang Nomor 12 ' 

Pembentuk p Tahun 2011 ten tang 
Negara Rean bli~raturan Pe_rundang-undangan (Lembaran 

pu k Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tarnbahan Lembaran N 
5234) b . egara Republik Indonesia Nomor 

se agaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- 
Undang Nomor 12 Tah 2 un O 11 ten tang Pembentukan 
Peratu~an Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Repubhk Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2007 
Nomor 4737); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 ~omor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
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Surat Permohonan Saudara . 
Perihal Tanggal ·. · · · · · · · · · · · · 

2. Surat Permohonan Saudara Perihal . 
Tanggal dst 

3. Berita Acara Penilaian Harga Rumah dan Ganti Rugi 
Tanah Diatasnya Nomor : ·. · · ·· · · · · · · · ·· · · · · · · · Tanggal . 

4. Berita Acara Pengkajian Harga Rumah dan Ganti Rugi 
Tanah Oiatasnya Nomor . 

Tanggal. ..... ··· ··· ··· 

, 
:: Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tent.anl 
Daerah clan Penaawuan Penyelenaaraan Pemerintah 
N (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

omor . 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 604 l ); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentan8 
Pengelol~ Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tcntang 
P~doman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
21 Tahun 2011 tentang perubahan Atas Peraturon Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pcrubahan Atas 
Peraturan Mentcri Dalam Ncgeri Nomor 13 Tahun 2006 tcntang 
Pedoman Keuangan Pengelolaan Keuangan Dacrah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 ientang 
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 03 Tahun 
2012 tent.ang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2012 
Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau 
Morotai Nomor 18); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 8 Tahun 
2014 tent.ang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2014 Nomor 8, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 
24); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 
2016 tent.ang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau 
Morotai Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 
Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Ka bu paten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2017 ten tang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau 
Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 
2017 Nomor 2); 
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······························ 

Ditetapkan di Morotai Selatan 
pad a tanggal · · · · · · · · · · · · .. · · · · · · 

BUPATI PULAU MOROTAI, 

· kibat 
Segala biaya Yang dikeluarkan sebaga, a 
ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggar:,:: 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Moro Tahun Anggaran . 

Keputusan irii mutai bertaku sejak ffinggat di";ta~=~; 
dengan ketentuan apabila dikemuct,.an ban ·~ ikan 
kekeliruan dalam keputusan ini akan di adakan per ai sebagaimana mestinya. 

"- l>et\l"8Jau ...._ be-. &anti rug! - - Sebacahnana dlniek.Ud Diktu.., kEBA'liJ ...._ dibayar JJembeJi denl!an &ngallran eebeaai berikut:, 
a. &ngaura,, IJertama hlulima1 5% dart Jumlah harp Y8J1I 

han,s dibayar dan harua dioetorlcan pada kaa daerah 
l<abupaten Pu!au Morote; oleb yang h•l'88ngkutan 
Bebelum surat J>erjanJian aewa belinya ditandatang,; b. sisanya diangsur Paling larna 20 tahun. 
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